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BUPATI BUOL

PERATUMN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEI,,AYANAN KEPEI,ABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : batrwa unhrk melaksanat<an ketentuan Pasal 127 huruf h

. 
O* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9

tentang Pqiat( Daeratr dan Retribusi Daeratr, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Pelayanan Kepelabuh€rnan;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang:Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun L999 tentang

Pembenhrkan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubatr dengan

Undang-Undang Nomor I I Tahun 2OOO tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

L999 tentang Pembentukan l(abupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah teraktrir dengan Undang-

2.

3.
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4.

5.

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O08 Tentang

Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 Tentang

Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2002 Tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42271 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Unrsan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2009 Tentang

Kepelabuhanan (l,embaran Negara Republik

Indonesia tahun 2OO9 Nomor 151, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

In<lonesia Nomor 516 1);

7.

8.

.7

-2-



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PELAYANAN KEPELABUHANAN.

RETRIBUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di

Bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.

7. PeLabuhan adala-h tempat yang terdiri dari daratan dan perairan

disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
Pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang digunakan sebagai tempat
kapal bersandar, berlabuh, Naik / T\rrun Penumpalg dan / ataw

Bongkar atau muat barang yang dilengkapi dengan pasilitas

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta

s€bagai tempat perpindahan Intra dan antar moda Transportasi.

8. Kepelabuhanan adalah meliputi seqala s€suatu yang berkaitan dengan

kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dan
melaksanakan fungsi pelabuhan untuk penunjang kelancaran,

keaman dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang dan / atau
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20. Trayek Adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu

pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

21. Pelayaran Perintis adalah Pelayanan Angkutan di Perairan pada

trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah

atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan

karena belum memberikan manfaat komersial.

22. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat

memperlancar proses kegiatan dibidang pelayaran.

23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokolirrya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat

angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau berang serta

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarpropinsi.

24. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan

laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan atau barang serta arrgkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan antar propinsi.

25. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsu pokoknya

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan

laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagr

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan dalam propinsi.

26. Terminal adalah fasilitas pelabuhan y€mg terdiri atas kolam sandar

dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan,

tempat menunggu dan naik turun penumpang dan atau tempat

bongkar muat barang.

27. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di

dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan

pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

28. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah Wilayah perairan dan daratan

pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara

langsung untuk kepentingan pelabuhan.
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29. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah Perairan disekeliling

daerah lingkungan kerja Perairan pelabuhan yang digunalan untuk
menjamin keselamatan pelayaran.

3O. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan

berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhaa.

31. Otoritas Pelabuhan (Port Autority) adalah Lembaga Pemerintah di

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,

pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian

pelayanan jasa kepelabuhanan utnuk pelabuhan yang belum

diusahakan secara komersial.

32. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya

khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas peLabuhan

lainnya.

33. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakart

untuk kepentingaa operasional sandar dan olah gerak kapal.

34. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang

menyangkut angkutan perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan

maritim.

35. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,

pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Ikpd dan

kesehataa penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan

untuk berlayar di perairan tertentu.

36. Keselamatan Ibpal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan,

stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan

alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan sertiEkat

setelah dilakukan pemeriksaan pengujian.

37. Kapal Asing adalah Ibpal yang berbendera selain bendera Indonesia

dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

38. Awak Kapal adalah Orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal

oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk meLakukan tugas di atas

kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sipil.

39. Anak Buah Kapal adalah Awak Ikpal selain Nakoda.
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40. Unit penyelenggaran Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang

diusahalan secara komersial.

41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian iztn tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan pribadi atau Badan.

42. Wqjib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau Pemotong

retribusi tertentu.

43. Masa Retribusi adalah suatu jangka walrht tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkaa jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintsh Daerah yang bersangkutan.

44. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang

dapat dinikrnati oleh orang pribadi atau Badan,

45. Jasa usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat

disediakan oleh sehor swasta,

46. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa yang ditagih dari wajib retribusi

yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan fasilitas lainnya.

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD

adalah surat untuk malakukan taghan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/etau denda.

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jwnlah

pokok retribusi yang terutang.

49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

50. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat

SSRD adalah buKi pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
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dilakukan dengan menggunakan formuliratau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Bupati.

51. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang teq'adi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, ORJEK, SUzuEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan kepada orang
pribadi atau Badan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daera-h.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau

Badan yang menggunakan/meniknrati pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau

Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Pelayanan Kepelabuharaa.
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BAB III
GOI,ONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.

BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan

pemanfaatan fasilitas pelabuhan sebagai tempat untuk melakukan

kegiatan.

BAE} \/
PRINSIPYANG DIANUT DAI,AM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan kepelabuhanan

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUI(TUR DAN BESARI.IYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. JASAKAPAL

1. Jasa labuh:
Ihpal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:

a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri =Rp.170/GT perkunjungan;

b. Kapal Angkutan laut Dalam Negeri =Rp. 150/ GT Perkunjungan;
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c. Kapal Pelra/ Perintis dan Ibpal Ikan=Rp.100/GT Perkunjungan.

2. Jasa Tambat

Ihpal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:

a. Tambatan Dermaga ( besi, beton dan kay'u ):

1) KapafAngkutan Laut Luar Negeri = Rp. 150 /GT / Etmal;

2l KapalAngkutan Laut Dalam Negeri = Rp. 13O/ GT / Etmal;

3) Kapal Pelra / Perintis dan Kapal Ikan = Rp.SO/GT / Etmaf.

b. Tambatan Pinggitan / Talud

1) Kapal Angkutan taut Luar Negeri = Rp. 15O/ GT / Etmal

2) KapalAngkutan LautDalam Negeri = Rp.30/GT / Etmal

3) Kapal Pelra / Perintis dan Ikpal Ikan = Rp.1O/GT / Etmal.

B. JASA PEI,AYANAN BARANG

1. Jasa Dermaga

a. Barang yang dibongkar/ dimuat melalui Pelabuhan Umum:

1) Barang antar Pulau :

pupuk, garam, semen, terigu, dan barang bulog (beras, gula)

dan barang-barang lainnya = Rp.350 /ton/mt
2) Hasil hutan :

kayu, rotan, damar dan lain-lain = Rp.600/ton/m3

3) Hasil Bumi:

kopra, coklat, cengkeh, jagung, dan lain-lain = Rp.50O

Iton/mg
4) Hasil Perkebunan :

- Minyak Sawit Rp 15 / kg

- Inti Sawit Rp 10 / kg

5) Hasil tambang :

batu aspal, batu pecah, sirtu, pasir, batu bara dan lainlain
Rp. 500 lton/mz

b. Hewan:

1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya = Rp. 10.000 / ekor

2) Ibmbing, Babi dan sejenisnya = Rp. 9.500 / ekor

2. Jasa Penumpukan

a. Gudang terfutup

b. Lapangan Penumpukan

= Rp.150/Ton / m3/Hai
= Rp. lO0/ Ton / ms/Hari
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c. Peti Kemas (Container):

1) Ukuran 10 Feed:

a) Kosong = Rp. 3.OOO / Unit/ Hari
b) Berisi = Rp. 5.000 / Unit I Ha3.

2) Ukuran 2O Feed:

a. Kosong = Rp 3.00O / Urut / Han
b. Berisi = Rp. 6.000 lunit / g'an

3) Ukuran 4O Feed:

a. Kosong = Rp. 3.O00 / Unit / Hari
b. Berisi = Rp. 6.000 / Unit / Han

3. Penyimpanan Hewan:

a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya = Rp. 20.000 lF,kor/ Hai
b. Ikmbing, Babi dan sejenisnya = Rp. 15.000/Ekor/ Hari

C. PELAYANAN JASA PENUNJANG KEPELABUHANAN

L. Sewa tanah dan penggunaanya:

a. Persewaan Tanah Pelabuhan = Rp. 4.000 / M2 /Tafuxr
b. Penggunaan perairan untuk kegiatan lainnya = Rp. 2.OOO/M2/

Tahun

2. Untuk Bangunan Industri Perusahaan:

Persewaan Tanah Pelabuhan = Rp. 8.5OO / Mz / Tahun
3. Untuk kepentingan Sendiri :

a. Toko, Warung dan sejenisnya = Rp. 2.000 I Mz / tafuxt
b. Pelayanan air Per tarif = Rp. 5.000

4. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan :

a, Tanda masuk orang:

1) Tanda masuk harian = Rp. 1.000 / Orang sekali masuk

2) Tanda masuk tetap:

a) Per bulan = Rp. 30.Ooo/oraag

b) PerTahun =Rp.360.000/orang
b. Tanda masuk kendaraan termasuk parkir:

l' Tanda masuk harian

a) Trailer, truck gandeng perkendaraan

dan pengemudi + kenek = Rp. 2.Ooo/sekali masuk

b) Truck besar perkendaraan dan

pengemudi + kenek = Rp. 1500/sekali masuk
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c) Pick Up, Mini Bis, Sedan, Jeep

perkendaraan dan pengemudi = Rp. 1.000/sekali masuk
d) Sepeda motor perkendaraan darr

pengemudi sekali masuk = Rp. S0o/sekali masuk
2. Tanda Masuk Tetap:

a) Trailer, Truck Gandeng:

- Perbulan = Rp.50.O00/kendaraan

- Pertahun = Rp. sOO.O0O/kendaraan

b) Truck Besar:

- Perbulan = Rp.40.0oo/kendaraan
- Pertahun = Rp.400.000/kendaraan

c) Pick Up, Mini Bus, Sedan dalr Jeep :

- Perbulan = Rp.25,OO0 / kendaraan
- Pertahun = Rp,300.OOO/ kendaraan

d) Sepeda Motor perbulan = Rp. lS.O00 / kendaraan

BAB VII

WII,AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 1O

Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daera-h akan diatur lebih lanjut dengan

Perahrran Bupati.

Pasal 11

Seluruh hasil Pemungutan Retribusi galagaimana dimaksud dalam Pasal

9 adalah merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas

Daerah.

BABVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasa] 12

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

{2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambab:ya 15 (lima

belas) hari sejak Wajib Retribusi menerima STRD, atau dokumen

lain yang dipersamakan dengan itu.
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(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan SSRD.

(a) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang bayar, dikenalan sanksi administrasi bempa bunga sebesar

2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

(1) W4iib Retribusi dapat meng4jukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
rripersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.
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(3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan
W4iib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tida-k menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling larria 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberataa diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau seb.glan, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang

terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

(l) Jika peng4iuan keberatan dikabulkan sebogran atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12

(dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasa] 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
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(2) Bupati dafam jangka wakhr paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengemberlian kelebihan pembayaran Pa,iak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Bupati daiam jangi<a waktu paling lama 6 (enam) btrlan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

keputusan.

(a) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu)

bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laagsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi

tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 27o

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasat 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan

retribusi.

(2) Pembebasan, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) dcngan mcmpcrhatikan kemampuan lvajib
Rctribusi, antara lain untuk mengangsur.
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(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2O

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa seteLah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana

dibidang Retribusi.

(2) I(adaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimarra dimaksud ayat (1)

tertangguh jika:

a. Diterbitlan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagrh lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaiman dimaksud pada

ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.
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BABXV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal22

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangarr

perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insenstif

atas dasar pencapaian kineda tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman

pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PE}IYIDIKAN

Pasal24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyrdik untuk meLakukan

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sglageirnan4

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (f) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti

pembukuan, pencatatan,dan dokumen-dokumen serta melalrukan

penyitaan terhadap bahan bulrti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menJruruh berhenti, melarang ses€orang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

i. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang

dapat dipertanggungiawabkan.

(a) Penyidik sebagaimana dimalsud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik

lndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wdib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama B

(tiga) bulan atau denda paling banyak tiga (3) kali jumlah Retribusi

terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindaf( pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

negara.

BAB xIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2OO8 tentang Retribusi

Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut lokal di Kabupaten Buol

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih

selama jangka walctu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol yang

mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabr:hanan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut

Peraturan Daerah ini.

BAB )O(

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daera-h Nomor

23 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan

Laut Lokal di Kabupaten Buol (l,embaran Daerah Kabupaten Buol Tahun

2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-19-



Pasal 29
(1) Perah:ran pelaksanaaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

lama 6 (enam) bulan sejak perahrran Daeralr ini diundangkan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Dinas yang membidangr hrgas dan fungsi koordinator pendapatan

Daerah.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah
Kabupaten Buol.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BUOL

ftd.

AIITIRUDIN RAUT'

Diundangkan di Buol

DAERAH KABUPATEN

Nip. 19630416 199703 I 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2OL3 NOMOR 17

-20-

Buol
24 Juni 2OLg

pada


